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ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai pentingnya gagasan komunikatif dalam
menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
dan kabut asap lintas negara di Asia Tenggara, terutama pasca tahun
2015. Fenomena tersebut telah membuat banyak kerugian bagi aktor
negara maupun non-negara. Oleh karena itu, gagasan komunikatif
penting sebagai dasar pembangunan mekanisme pertanggungjawaban
lingkungan transnasional. Gagasan komunikatif diciptakan dengan
cara menentukan berbagai prinsip moral sebagai dasar pembentukan
mekanisme pertanggungjawaban lingkungan yang ideal. Prinsip moral
tersebut antara lain; (1) pencegahan bahaya, (2) inklusifitas, dan (3)
keadilan prosedural. Dengan mengidentifikasi prinsip tersebut, aktor
negara dan non-negara diharapkan mampu merepresentasikan ruang
moral yang menginformasikan gagasan komunikatif pertanggung-
Jjawaban lingkungan transnasional. Tujuan normatif yang dihasilkan
dari pertanggungjawaban lingkungan transnasional adalah kewajiban
berbasis hak, mengikat norma-norma lingkungan dengan hak
konstitusional atau hukum HAM.

Kata-kata Kunci: Pertanggungjawaban Lingkungan Transnasional,
Prinsip Moral, Kabut Asap

This paper discusses the importance of “communicative notion” in
solving the problem of forest and land fires (karhutla) and cross-country
haze that occurred in Southeast Asia, especially after 2015. The adverse
impact of haze that occurred in Southeast Asia has brought many losses
for state and non-state actors. Therefore, the communicative notion is
important as the basis for building an ideal mechanism for transnational
environmental responsibility. The communicative notion is created by
determining various moral principles as the basis for the establishment of
an ideal environmental accountability mechanism. These moral principles
include; (1) harm prevention, (2) inclusiveness, and (3) impartialty.
By identifying these principles, state and non-state actors are expected
to be able to represent the moral space agreed upon by communicative
transnational environmental responsibility. Normative objectives
resulting from transnational environmental responsibility are obinding
environmental norms with constitutional rights or human rights law.

Keywords: Transnational Environmental Obligations, Moral Principles,
Haze Pollution
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Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 1970-an akhirnya
mengangkat isu lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan
penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia (Eckersley
2012 dalam Roby et al. 2012). Tindak lanjut dalam konferensi di atas
kembali direalisasikan dalam konferensi PBB tentang lingkungan
hidup di Rio, Brazil tahun 1992. Konferensi ini membuktikan
bahwa masyarakat internasional semakin terdesak dalam melihat
berbagai faktor lingkungan yang akan berdampak bagi masyarakat
internasional (Eckersley 2010). Salah satu isu yang dibahas dalam
pertemuan tersebut ialah permasalahan lingkungan selalu bersifat
transnasional dan dibutuhkan mekanisme penanganan yang bersifat
transnasional pula.

Isuinidirasakan oleh masyarakat yang berada di Asia Tenggara. Pada
bulan September hingga Oktober di tiap tahunnya, negara-negara
di Asia Tenggara mulai dihadapi oleh permasalahan lingkungan,
yaitu polusi asap akibat kebakaran hutan. Pada momen ini, industri
kelapa sawit, kayu, hingga lahan gambut menjadi sumber utama titik
api. Pembakaran lahan di atas adalah mekanisme tradisional yang
digunakan oleh pengusaha industri tersebut untuk membersihkan
lahan. Indonesia menjadi pelaku utama pembakaran hutan di mana
titik api terbesar berasal dari dua pulau yang berada di teritori
Indonesia, yaitu Sumatera dan Kalimantan.

Berbagai mekanisme kerja sama pun dilakukan untuk meminimalisir
dampak dari polusi udara. Sejak tahun 1995, forum ASEAN
berusaha membawa isu polusi udara menjadi isu penting yang harus
dibicarakan oleh negara anggota ASEAN. Kebakaran polusi asap
besar pada tahun 1997 hingga 1998 akhirnya mendorong ASEAN
untuk mengintensifkan upaya kerja sama untuk menanggulangi
ancaman polusi asap yang semakin serius. Mekanisme tersebut
semakin nyata saat negara anggota ASEAN mulai meratifikasi
perumusan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
(AATHP) pada tahun 2002. Walau telah diratifikasi oleh ke-10
negara anggota ASEAN pada tahun, kesepakatan ini terlihat tidak
efektif dalam mengatasi bencana karhutla dan kabut asap yang
dihadapi kawasan Asia Tenggara.

World Bank dalam rilis resminya menyatakan bahwa polusi kabut
asap di Asia Tenggara adalah tindakan kriminal lingkungan hidup
terbesar pada abad ke-21. Kerusakan lahan yang tak terkendali
berdampak bagi kesehatan, pendidikan, dan penghidupan jutaan
masyarakat. Total kerugian yang dihadapi oleh negara-negara
terdampak mencapai $16 miliar dolar (World Bank 2015). Selain
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itu, korban yang paling jarang disorot dalam konteks pertanggung-
jawaban lintas negara atas polusi kabut asap adalah masyarakat
yang secara langsung terdampak. Selain itu, karhutla di ASEAN
berdampak pada 28 juta penduduk, 19 orang meninggal, dan hampir
lima ratus ribu orang mengalami gangguan pernapasan atau ISPA.

Dalam melihat sebab terjadinya kebakaran hutan, aktor non-
negara seperti organisasi non-pemerintah (NGO) menuntut adanya
transparansi pertangungjawaban lintas negara yang tidak hanya
menciptakan kerja sama regional, tetapi mampu bertindak tegas
untuk menindak korporasi-korporasi yang bertanggung jawab atas
kebakaran hutan dan lahan. Semakin berkembangnya ancaman
lingkungan transnasional membutuhkan hadirnya pertanggung
jawaban demokratis yang melibatkan aktor negara maupun non
negara. Salah satu aspek terpenting dalam membangun sebuah
mekanisme tersebut, penulis melihat pentingnya membangun
sebuah ruang diskursif yang mampu membawa gagasan komunikatif
mengenai pembenaran kerugian yang dihadapi oleh aktor publik
maupun swasta, terutama terkait permasalahan kabut asap lintas
negara yang terjadi di Asia Tenggara pada tahun 2015.

Kajian Konseptual:
Pertanggungjawaban Lingkungan Transnasional

Dalam hukum internasional, hak kedaulatan negara untuk
mengeksploitasi sumber dayanya sendiri dibatasi oleh prinsip inti
tanggung jawab lingkungan, yaitu memastikan bahwa kegiatan
dalam yuridiksi atau kontrol teritorial mereka tidak menyebabkan
kerusakan lingkungan ke negara lain. Norma ini pertama kali
ditetapkan secara deklaratif sebagai prinsip 21 dari Deklarasi
Stockholm tentang Lingkungan Manusia (1972) dan disajikan
kembalipada KonferensiPBBtentang Lingkungan dan Pembangunan
(UNCED) pada Prinsip No.2 Deklarasi Rio tentang lingkungan
dan pembangunan (Mason, 2001). Dalam perkembangan untuk
membangun pertanggungjawaban lintas negara, dimungkinkan
untuk mengajak keterlibatan aktor non-negara seperti NGO. Peran
NGO dianggap mampu mewakili publik yang terkena dampak
lingkungan transnasional (Diller 2001).

Kerugian transnasional pada akhirnya memberikan alasan kuat
untuk memperkuat batas komunitas moral dan politik yang
melibatkan pihak lain dalam dialog-dialog yang mempengaruhi
kepentingan penting mereka (Thomas dan Steans 2005). Dalam hal
ini, gagasan komunikatif berfungsi untuk mengadopsi hubungan
non koersif, timbal balik dan menerima kewajiban apapun yang
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berasal dari ucapan dan tindakan yang disepakati bersama. Gagasan
komunikatif dalam pertanggungjawaban lingkungan berusaha
membangun sebuah kewajiban moral yang mengajak semuah pihak
yang berdampak untuk membangun sebuah komunikasi yang utuh
dan secara rasional mampu mempertimbangkan konsekuensinya.
Melalui narasi di atas, Mason melihat perlunya tiga prinsip moral
yang diperlukan untuk pewacanaan publik yang terdampak, yaitu
pencegahan bahaya, inklusifitas, dan impartiality (Mason 2001)

Pencegahan bahaya adalah moral prioritas dalam hukum
lingkungan internasional yang memberikan kewajiban umum untuk
tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan mencerminkan
penerimaan dari no-harm principle dalam pemerintahan global.
Berbagai kewajiban negara untuk tindakan internal dan eksternal
berasal dari prinsip ini, tetapi yang paling penting bagi kerusakan
lingkungan lintas batas negara adalah kewajiban untuk melakukan
tindakan terhadap negara yang membutuhkan pencegahan
kerusakan terhadap lingkungan. Selanjutnya, Inclusiviness adalah
representasi kepentingan publik yang terkena dampak transnasional
membutuhkan pengakuat formal atas hak partisipasi untuk NGO
dalam tata kelola lingkungan global. Variabel ini mendorong
perluasan hak partisipasi NGO, yaitu dengan memberikan akses
terhadap perumusan dan implementasi hukum hingga penetapan
standar lingkungan internasional. Terakhir, impartiality adalah
prinsip moral untuk menjelaskan keterlibatan NGO dalam tata
kelola global diyakini akan diimbangi oleh keterlibatan kelompok
kepentingan seperti korporasi dalam negosiasi norma dan aturan
lingkungan. Perluasan ruang diskusi dari pengembangan norma dan
legitimasi untuk memasukkan representasi non negara bergerak ke
arah prinsip inklusi yang ditunjukkan oleh formulasi komunikatif
dari pertanggungjawaban transnasional. Impartiality digunakan
untuk menghadirkan keadilan prosedural dalam pengembangan
norma, khususnya untuk mengakui klaim dari negara-negara miskin
maupun pihak-pihak yang termarjinalkan.

Konvergensi dari prinsip di atas dianggap mampu merepresentasikan
ruang moral yang menginformasikan gagasan komunikatif
pertanggungjawaban lingkungan transnasional. Tujuan normatif
yang dihasilkan dari pertanggungjawaban lingkungan transnasional
adalah kewajiban berbasis hak, mengikat norma-norma lingkungan
dengan hak konstitusional atau hukum HAM berbasis negara.
Gagasan komunikatif memiliki kemampuan untuk merefleksikan
bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan kebenaran
proposisional, nilai normatif, atau ekspresi diri subjektif. Menurut
Linklater (2006), upaya untuk menciptakan kerangka kerja sama
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untuk menangani kerusakan lingkungan global tidak mungkin
berhasil tanpa perubahan besar dalam kehidupan emosional
komunitas politik yang telah terpisah. Gagasan ini merupakan
bagian dari etika kosmpolitan. Dimana dalam isu lingkungan,
manusia jarang memberikan perhatian terhadap prinsip-prinsip
moral yang terpisah, dalam keyakinannya untuk bertanggung jawab
atas penderitaan orang lain.

Prinsip Moral dalam Pencegahan Bahaya atas
Polusi Kabut Asap

Masalah lingkungan di Asia Tenggara menjadi isu penting sejak
terjadinya tragedi kabut asap pada tahun 1997. Kebakaran hutan
dan lahan yang terjadi di Indonesia telah merugikan negara tetangga
seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kabut
asap telah menjadi masalah serius dimana, hukum internasional
telah menetapkan bahwa suatu negara dilarang untuk melakukan
tindakan yang merugikan negara lain(UNCHE 1972 Point 21). Selain
itu, kabut asap juga menyinggung HAM dimana hak atas lingkungan
hidup dilanggar. Akibat kabut asap, lebih dari 75 juta penduduk
di negara-negara yang terdampak terpapar oleh berbagai zat
pembakaran seperti Sulfur dioksida, karbon monooksida, benzen,
nitrogen oksida, dan ozon (Tuk Indonesia 2016).

Dalam melihat kebutuhan atas pengelolaan dan pencegahan kabut
asap di kawasan, ASEAN akhirnya berhasil membuat kerangka kerja
sama pengelolaan isu kabut asap di Asia Tenggara melalui ASEAN
Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) (AATHP
2014). Dalam draft resminya, AATHP berinisiatif untuk melakukan
tindakan individu dan bersama untuk menganalisis asap, penyebab
tingkat kebakaran lahan dan kabut asap yang dihasilkan. Hal
tersebut dilakukan dengan cara mencegah dan mengendalikan
sumber-sumber kebakaran hutan dan kabut yang dihasilkan. Pen-
cegahan dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan, praktik dan
teknologi lingkungan yang sehat untuk memperkuat kapabilitas
nasional. Pencegahan bahaya sedari awal tercantum dariisi AATHP.
Misal dalam pasal 4 poin 1, negara anggota ASEAN diharapkan untuk
bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan
pencegahan dan pelacakan polusi kabut asap transnasional. Akan
tetapi, mekanisme kerja sama hanya dianggap efektif apabila negara
yang menjadi penyebab kebakaran hutan meminta bantuan atau
konsultasi. Hal ini tertaut dalam poin 2 di pasal yang sama.

Poin dalam AATHP yang juga sangat bergantung pada prinsip
ASEAN Way juga dapat dilihat pada pasal 5. Dimana pusat
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pengendalian kabut asap ASEAN akan bekerja berdasarkan otoritas
nasional. Otoritas nasional akan berinisiatif untuk meminta
bantuan apabila telah menyatakan situasi darurat. Akan tetapi,
sulit bagi kita untuk melacak bagaimana sebuah negara mampu
untuk memberikan status darurat negara terhadap polusi kabut
asap, (Varkkey 2016). Negara pada dasarnya selalu merasa bahwa
kapabilitas yang dimiliki mampu mencegah dan memadamkan
kebakaran hutan. Pada akhirnya upaya tersebut tidak bisa dikatakan
maksimal sepenuhnya. Pada tahun 2014 dan 2015, Indonesia terus
berjibaku dengan tuntutan masyarakat Indonesia hingga negara
tetangga atas lambatnya penyelesaian kabut asap. Inisiatif Indonesia
untuk meminta bantuan kepada ASEAN juga tidak dilakukan.
Padahal, ASEAN melalui AATHP memiliki mekanisme kerja sama
yang dianggap mampu membantu Indonesia dibanding hanya
memanfaatkan dengan kapabilitas domestik untuk menyelesaikan
kabut asap.

Dalam sebuah kutipan yang diberikan oleh George Lantu, Direktur
Kerja Sama Fungsional ASEAN Kementerian Luar Negeri,
pemerintah Indonesia memiliki alasan untuk tidak menjadikan
AATHP sebagai landasan. Alasan utama yaitu AATHP memiliki
kerumitan mekanisme (CNN Indonesia 2015). Dalam pasal 12
AATHP, jika suatu negara ingin meminta bantuan dalam menangani
permasdalahan karhutla dan kabut asap, maka harus melalui
permohonan dan persetujuan bersama. Mekanisme konsensus ini
adalah bagian penting dan pemerintah melihat fungsi ini lebih rumit
dibandingkan meminta pertolongan secara bilateral.

Walaupun begitu upaya untuk menggunakan cara bilateral tidak juga
dimaksimalkan oleh Indonesia. Walaupun negara-negara seperti
Malaysia dan Singapura telah memberikan penawaran bantuan
untuk memadamkan titi api dan membuat rekayasa hujan, Indonesia
tetap berkilah bahwa kapabilitas yang dimiliki dianggap sanggup
untuk memadamkan api. Seperti contoh pada September 2015,
Menteri Pertahanan Singapura saat itu, Ng Eng Hen menyatakan
bahwa tentara Singapura gagal untuk berangkat memadamkan api
di Sumatera setelah Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Siti
Nurbaya menolak bantuan tersebut dengan menyatakan bahwa
Indonesia masih mampu untuk mengerahkan 20 pesawatnya
untuk menciptakan hujan buatan dan melakukan pengeboman air
(Mongabay 2015). Walaupun pada akhirnya, Indonesia membuka
pintu bagi negara-negara di atas untuk membantu. Dalam melihat
kepentingan Indonesia terhadap perilaku di atas, pernyataan dari
Juru Bicara KLHK, Jati Witjaksono dapat disimpulkan sebagai
alasan yang cukup rasional. Menurutnya, alasan mengapa Indonesia
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menolak bantuan dari negara lain diakibatkan posisi negara
untuk menjaga martabat bangsa (Okezone 2019) Permintaan
atau penerimaan bantuan dari negara lain sarat dengan asumsi
yang melecehkan. Hal tersebut dikarena Indonesia dianggap tidak
mampu untuk menyelesaikan permasalahan domestiknya.

Varrkey (2016) melihat bahwa keenganan negara-negara Asean
untuk melaksanakan visi kesepakatan kawasan dapat dikaitkan
erat dengan eksistensi norma ASEAN Way. ASEAN Way adalah
seperangkat norma prosedural yang mengutamakan konsensus,
kesakralan hak kedaulatan & non intervensi, prinsip sensivitas,
pendekatan non-konfrontatif untuk negosiasi, diskusi di belakang
layar, hingga penekanan pada prosedur informal dan non-legalistik;
dan fleksibilitas. Gambaran yang ditimbulkan dari penerapan prinsip
ASEAN Way dinilai menjadi hambatan penting bagi pengelolaan
kabut asap di Asia Tenggara. Dampak dari penerapan ASEAN
Way pada akhirnya menyulitkan isu-isu lingkungan transnasional
digunakan sebagai mekanisme ideal dalam menyelesaikan polusi
kabut asap transnasional dan lebih mengandalkan hukum domestik.

Pertanggungjawaban lintas negara dianggap mampu tercipta
apabila tiap aktor mampu mengimplementasikan prinsip moral
pencegahan bahaya dalam kerangka kerja sama yang lebih luas.
Menurut Mason (2001), kesepakatan yang dibangun diharap
mampu membangun kewajiban untuk melakukan tindakan terhadap
negara yang memerlukan pencegahan kerusakan pada lingkungan.
Upaya menciptakan kesepakatan yang tidak lagi terhalang prinsip
non-intervensi menjadi urgensi utama. Di mana, tidak ada lagi
jurang pemisan antar negara dalam menyelesaikan permasalahan
lingkungan yang berdampak regional.

Inklusifitas dalam Pertanggungjawaban
Kabut Asap Transnasional

Isu lingkungan telah membutuhkan peran organisasi sektor
swasta. Dalam hal ini, NGO menjadi agen kritis non pemerintah
yang menuntut pengakuan dan tindakan isu, menjadi mitra
dalam mengembangkan kerangka kerja dan membangun prinsip
yang diaplikasikan melalui aksi kampanye lingkungan (Gough
dan Shackley 2001). Isu lingkungan juga mengantarkan era baru
keterlibatan pemberdayaan NGO dengan memberi mereka tempat
di meja perundingan. Legitimasi NGO sebagai aktor lingkungan
muncul dari klaim mereka yang mewakili opini publik yang
cukup besar dan tidak cukup terwakili dalam proses perumusan
kebijakan. Tindakan efektif yang dilakukan oleh NGO di skala
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nasional biasanya melibatkan mobilisasi opini publik melalui media
dan memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung
pada jaringan kebijakan dan jaringan koalisi NGO lainnya. Dalam
tulisannya, Mason menganggap terciptanya inklusifitas ditandai
dengan partisipasi peran NGO sebagai perwakilan non negara bagi
korban yang terdampak.

Dalam peristiwa kabut asap lintas negara Asia Tenggara pada
tahun 2015, NGO internasional yang berdomisili di negara-negara
Asia Tenggara maupun NGO nasional memainkan peran untuk
mengkritik peran negara dalam menyelesaikan permasalahan kabut
asap. Sebagai sebuah gerakan sosial, NGO bergerak atas dasar
keluhan kolektif dari masyarakat yang tertindas akibat dampak dari
karhutla dan polusi kabut asap. Keluhan tersebut menjadi dasar
terbukanya struktur politik yang mampu membangun mobilisasi
dalam lingkup peran advokasi kebijakan, kampanye publik,
pengembangan kapasitas, konsultasi pengelolaan dan manajemen
kebakaran hutan hingga aksi dilapangan (Rautsiala 1997). Struktur
mobilisasi dibangun melalui kerja sama antar NGO lingkungan
yang memiliki misi untuk menyelesaikan permasalahan kabut
asap. Dalam isu kabut asap 2015, peran NGO yang paling terlihat
adalah advokasi kebijakan. Di Indonesia, beberapa NGO yang aktif
untuk menyarakan kepentingan korban terdampak atas karhutla
dank abut asap antara lain WALHI, Greenpeace, dan Sawit Watch.
NGO tersebut membangun perlawanan politik untuk membawa
suara-suara yang termarjinalkan seperti masyarakat adat maupun
masyarakat yang terdampak langsung oleh kabut asap. Perlawanan
tersebut di arahkan kepada penguasa, pemegang otoritas, dan
terutama kepada perusahaan yang dianggap bertanggung jawab
terkait dengan terjadinya karhutla dan kabut asap.

Aktivitas kelompok masyarakat sipil juga memiliki pengaruh untuk
memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak
langsung oleh kabut asap. Di Indonesia, berbagai aktris seperti Alyra
Rohali, Zaskia Sungkar dan Yuni Shara melakukan inisiasi “Gerakan
Sejuta Tangki Oksigen”, sebuah proyek kolaborasi dengan yayasan
nirlaba Rumah Pandai Indonesia (Chen dan Yi 2015). Selain itu,
organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia juga melakukan
operasi tanggap darurat di wilayah Sumatera dan Kalimantan untuk
mendistribusikan tangki oksigen, masker wajah, obat tetes mata,
dan pasokan susu untuk anak. Organisasi relawan internasional
seperti Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah, Palang
Merah AS dan Palang Merah Australia juga turun langsung untuk
membantu perawatan medis kepada kelompok rentan.
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Selain bantuan kemanusiaan, NGO juga memanfaatkan kedekatan
mereka dengan target pembakaran dan jaringan yang luas untuk
menyediakan sistem pemeriksaan atas kebakaran hutan yang
terjadi. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk mencegah agen
pemerintah dan perusahaan besar menyalahgunakan kekuasaan
dan pengaruhnya, atau mengabaikan tanggung jawab. Organisasi
tersebut antara lain koalisi NGO bernama Eyes on the Forest (EoF).
EoF adalah jaringan koalisi yang terdiri dari Jikalahari (Jaringan
Penyelamatan Hutan Riau), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia) dan WWF (World Wide Fund For Nature).

Pemantauan dilakukan dengan menciptakan sistem pemantauan
titik api dan gambar satelit sebagai data yang bersifat independen.
Temuan penting dari data tersebut yaitu kebakaran berasal dari
empat konsesi yang memasok kebutuhan industri dari perusahaan
kertas terbesar di Indonesia, Asia Pulp dan Paper (APP) (Chen
dan Yi 2015). Selain di Indonesia, beberapa NGO Muslim Malaysia
menyatakan niat mereka untuk mengajukan gugatan terhadap
perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran di Indonesia.
Total organisasi yang terlibat yaitu 250 NGO dengan mewakili satu
jutamasyarakat Malaysia. Koalisi NGO Muslim Malaysia menyatakan
bahwa masyarakat merasa telah terlibat aktif dalam gerakan
masyarakat sipil untuk mengatasi dan memberi solusi terhadap
penyelesaian kabut asap. Masyarakat Malaysia telah bergerak secara
nyata dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah untuk
mengatasi krisis dan ketidak adilan dalam penanganan kabut asap.

Tetapi, prinsip inklusifitas dapat tercipta apabila peran aktor
nonnegara tidak hanya sekedar sebagai political pressure atau
contentious politics. NGO diharapkan memiliki akses untuk
berkontribusi dalam penerapan dan pembuatan kerangka kerja sama
hingga hukum lingkungan internasional. Dalam penerapan AATHP
sebagai mekanisme kerja sama penerapan pertanggungjawaban
kabut asap di Asia Tenggara, peneliti tidak melihat peran
yang signifikan dari aktor-aktor non negara dalam perumusan
kesepakatan tersebut. Dalam sejarah pendirian AATHP hingga
berbagai pertemuan, upaya kerja sama untuk mengatasi ancaman
lingkungan di Asia Tenggara hanya dilakukan oleh negara-negara
yang tergabung dalam anggota ASEAN. Tidak terlihat bagaimana
partisipasi dari aktor-aktor non negara seperti NGO dalam
perumusan kebijakan yang mampu membawa suara-suara yang
tidak terwakili dalan isu kabut asap. Pada prosedur operasionalisasi
standar untuk pemantauan, penilaian dan tanggap darurat bersama,
aktor non negara hanya dimanfaatkan sebagai sumber informasi
dalam mengembangkan rekomendasi pengendalian polusi asap
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Keadilan Prosedural dalam Pengembangan Prinsip Moral
Pertanggungjawaban Kabut Asap Transnasional
di Asia Tenggara

Untukmembangunsebuahkerangkakerjasamapertanggungjawaban
transnasional, dibutuhkan perimbangan keterlibatan dari ke-
pentingan sektoral. Perimbangan ini bertujuan untuk memperluas
ruang interlokus pembangunan norma untuk memasukkan aktor
non negara yang mewakili kepentingan publik terdampak. Norma
yang dibangun haruslah mampu adil dan dapat diterima oleh aktor
negara maupun non negara. Seperti contoh, negosiasi lingkungan
internasional harus mempertimbangkan keadilan prosedural dan
distributif dalam pembangunan norma (Mason 2001).

Dalam kasus kabut asap di Asia Tenggara, pihak yang dianggap
paling terdampak adalah masyarakat (Yulianti 2018). Masyarakat
sebagai pihak yang paling terdampak adalah potret dari dampak
praktik pembakaran hutan di Indonesia. Selain itu, terdapat
kerugian yang berimplikasi pada pemenuhan dan perlindungan hak-
hak asasi manusia seperti hak atas hidup, hak untuk mendapatkan
tempat tinggal yang layak, akses air yang layak, hak atas pendidikan,
ekonomi mapun perlindungan masyarakat hukum adat yang masih
menetap di wilayah-wilayah yang terdampak pada rusaknya tempat
tinggalnya.

Koalisi NGO telah mewakili suara mereka yang terdampak dengan
cara menekan perusahaan konsensi yang terbukti melakukan
pembakaran hutan. Hasil penelitian dari The Center for Internasional
Forestry Research (CIFOR) menunjukkan, perusahaan-perusahaan
memiliki motif untuk membakar lahan dikarenakan biaya
dikeluarkan sangatlah sedikit, yaitu hanya mengeluarkan biaya
sekitar Rp 600 ribu per hektare, lebih mahal dibandingkan melalui
mekanisme tidak membakar yaitu Rp 3,4 juta hectare (KONTRAS
2015) Keberpihakan terhadap masyarakat sendiri dapat dilakukan
dengan cara membangun sebuah kerangka kerja sama yang mampu
mendorong pertanggungjawaban kelompok-kelompok bisnis
dan korporasi. Mekanisme kerja sama lintas negara diharapkan
mampu mendorong negara untuk bertanggung jawab melindungi
masyarakatnya dencan cara mengambil langkah tepat untuk
menyelediki, menghukum, dan menyediakan mekanisme ganti rugi
atas kejahatan bisnis yang terjadi.

Indonesia dianggap bertanggung jawab atas kagagalan dalam

mengatur dan menegakkan aturan tentang perkebunan kelapa
sawit, kayu pulp hingga lahan gambut. Dilematisnya, peraturan

10 Jurnal Hubungan Internasional o Tahun XIII, No.1, Januari - Juni 2020



Muhammad Igbal Yunazwardi

pembakaran ini ternyata tidak sepenuhnya dilarang oleh Indonesia.
Sebagai contoh, Pasal 69 ayat 1 UU Perlindungan Lingkungan
Hidup Indonesia dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Indonesia tahun 2010 memungkinkan para petani setempat untuk
membersihkan lahan dengan api dengan maksimum pembakaran
yaitu dua hektar (Listriningrum 2017) Walau dirugikan akibat aturan
tersebut, Malaysia dan Singapura tidak memiliki opsi yang cukup
untuk menekan Indonesia. Opsi tersebut sulit tercipta dikarenakan
beberapa perusahaan yang melanggar aturan pembakaran lahan
berasal dari dua negara tersebut. Bahkan pembakaran lahan juga
dilakukan di Sarawak (Malaysia).

Jaringan Koalisi NGO Indonesia Eyes On The Forest mencatat bahwa
pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 adalah
kejahatan kemanusiaan. Korporasi kebun akasia (HTI) dan kebut
sawit dianggap bertanggung jawab mempraktekan pembakaran
dengan motif ekonomi. Total 12 perusahaan yang terafiliasi
dengan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL)
dan empat perusahaan yang terafilisasi dengan APP dianggap
bertanggung jawab untuk membersihkan lahan konsesi dengan
metode pembakaran (Eyes On The Forest 2015). Walau pemerintah
Indonesia bertindak tegas dengan menghukum dan memberikan
denda kepada perusahaan yang terbukti secara sah melakukan
pembakaran, biaya denda belum bisa untuk didapatkan pemerintah.
Pemerintah Indonesia telah mengklaim memenangkan kasus senilai
7,8 trilyun Rupiah sejak 2014, seputar dugaan pembakaran atas
20.000 hektar lahan yang dikuasai Bumi Mekar Hijau, perusahaan
kayu yang menginduk pada Sinarmas/APP. Meski uang denda
sudah dikurangi menjadi 78 milyar Rupiah pada 2016 lalu, hingga
kini perusahaan tersebut belum melunasi denda (DW 2015)

Selanjutnya pengalaman di Singapura, Dewan Lingkungan Singapura
(SEC) telah menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki
untuk menerapkan langkah-langkah hukuman. Sebagai sebuah
NGO yang memiliki pengaruh yang cukup besar, SEC mampu
untuk menangguhkan produk APP yang menggunakan label hijau.
Akibat tekanan dari SEC, berbagai supermarket besar di Singapura
seperti NTUC Fairprice, Sheng Siong, dan Prime Supermarket telah
menarik semua produk APP dari gudang dan toko mereka. Selain itu,
koalisi jaringan NGO Singapura yang terdiri dari WWF Singapura,
PM.Haze dan Singapore Institute of International Affairs (SITA) juga
meluncurkan kampanye kabut asap bertajuk “We Breathe What We
Buy”. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi warga Singapura
tentang praktik berkelanjutan atas produksi minyak sawit dan
dampaknya terhadap kerusakan hutan dan kabut asap. Jaringan
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koalisi ini berusaha untuk mendorong perusahaan sawit agar mampu
mengikuti standar produksi yang pro lingkungan dan mendorong
adopsi penggunaan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan (CSPO)
(Chen & Yi 2015). Upaya ini dilakukan sebagai bentuk keadilan
prosedural di mana negara diharapkan mampu mewadahi suara
masyarakat yang rentan dan terdampak atas kasus kabut asap yang
menimpa Singapura.

Pada akhirnya, mekanisme keadilan prosedural diharapkan mampu
diusahakan tidak hanya pada tataran domestik, tetapi juga mampu
mempengaruhiperumusankebijakandalamtatananregional. AATHP
sebagai mekanisme yang eksis dianggap memiliki mekanisme yang
lemah dalam memulihkan keadaan dan memberikan akses terhadap
keadilan. Oleh karena itu, keadilan prosedural tidak hanya dilakukan
untuk meminta pertanggungjawaban Indonesia, tetapi juga mampu
untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku swasta yang
terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Keadilan
prosedural sulit terjadi saat manajemen kerangka kerja sama lintas
negara tidak mampu untuk bertindak tegas dalam mewakili aspirasi
masyarakat yang terdampak. Salah satu aspirasi terbesar adalah
tindakan tegas dari negara-negara untuk menghukum perusahaan
yang secara terbukti terlibat melakukan pembakaran hutan dan
lahan.

Kesimpulan

Kabut asap lintas negara pada tahun 2015 telah menjadi pekerjaan
rumah yang sangat besar bagi ASEAN maupun negara-negara
yang berada di Asia Tenggara. Ancaman kabut asap tiap tahunnya
diprediksi akan terus terjadi apabila ASEAN dan negara-
negara anggota tetap tidak mampu untuk membantu kerangka
pertanggungjawaban transnasional yang ideal dalam menangani
kabut asap lintas di Asia Tenggara tiap tahunnya. Berbagai
mekanisme kerja sama penanggulangan kabut asap sebenarnya
sudah dilakukan. Salah satu kesepakatan yang berhasil dicapai yaitu
AATHP dan telah diratifikasi oleh selurung negara anggota ASEAN.

Tetapi untuk membangun sebuah pertanggungjawaban lintas
batas negara, dibutuhkan gagasan komunikatif untuk menciptakan
mekanisme pertanggungjawaban lingkungan transnasional yang
ideal. Karena pada dasarnya, pertanggungjawaban lingkungan
transnasional membutuhkan ruang moral wacana publik.
Dibutuhkan sebuah norma yang membangun komitmen secara
moral dan menempatkan kepentingan pihak yang terdampak dalam
sebuahwadahbersama. Krisislingkungan transnasional memberikan
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alasan kuat untuk memperluas batas komunitas moral dan politik
untuk melibatkan pihak lain dalam dialog yang mempengaruhi
kepentingan vital mereka. Pada prinsip moral pencegahan bahaya,
mekanisme kerangka kerja yang dibangun ASEAN selalu terbentur
dengan prinsip non intervensi yang dibangun pada ASEAN Way.
Prinsip non intervensi mempersulit pengelolaan lingkungan di
Asia Tenggara karena dampak yang dihasilkan dari kabut asap
membutuhkan mekanisme yang mampu melewati batas negara.
Sedangkan pada prinsip impartiality, peran aktor non negara
seperti NGO masih belum terlalu maksimal untuk mengakomodir
kepentingan politiknya di ranah perumusan kebijakan. Hingga saat
ini, peran NGO hanya berupaya untuk mengadvokasi, kampanye,
pengawalan hukum masyarakat yang terdampak. Selain itu, NGO
berposisi menggunakan politik kritis untuk menyerang negara
dan perusahaan yang terbukti bertanggung jawab memicu titik api
dan polusi kabut asap. Sedangkan pada prinsip moral impartiality,
hingga saat ini keberpihakan terhadap masyarakat yang terkena
dampak kabut asap belum terwakili oleh kesepakatan regional yang
telah dibuat.
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